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PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah diamandemen dengan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang paradigma baru pemerintah
daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, yang meletakan otonomi penuh, luas
dan bertanggung jawab terhadap pemerintah daerah. Berdasarkan undang-undang
tentang penyelenggaraan pemerintah daerah telah melahirkan nuansa baru yaitu
pergeseran kewenangan yang sentralis birokratik ke pemerintah yang desentralik

partisipatoris (Mardiasmo, 2006).

Layanan yang terbuka dan bermakna juga adanya pengelompokan tugas
yang baik akan mendorong pemerintah agar lebih memiliki kinerja yang
berkepentingan atas nama masyarakat luas dan mendorong pemerintah agar lebih

sigap terhadap permasalahan.

Kinerja pegawai perlu mendapatkan perhatian karena masih buruknya
potret kinerja PNS di Indonesia. Saat ini 30% dari 4,7 juta pegawai negeri sipil
(PNS) memiliki kinerja yang buruk dan 95% dari total PNS tersebut tidak
memiliki potensi di bidangnya. Pegawai negeri sipil bekerja buruk dapat dipecat,
sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Namun, peraturan ini belum efektif dilakukan.



Oleh karena itu penelitian kinerja SKPD perlu dilakukan untuk mengetahui

kinerja di pemerintahan (www.batukarinfo.com)

Penelitian ini tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial
SKPD yang telah dilakukan beberapa peneliti. Faktor-faktor tersebut diantaranya
adalah akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran, sistem

pengendalian manajemen.

Akuntabilitas adalah salah satu faktor yang mempengaruhi Kkinerja
manajerial. Hak untuk mengetahui anggaran dan hak untuk menuntut pertanggung
jawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran yang dituntut oleh
masyarakat. Melalui proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan,
pelaksanaan yang benar agar dapat dipertanggung jawabkan dan dilaporkan
kepada masyarakat. Hal ini merupakan prinsip pertanggung jawaban dalam
akuntabilitas (Mardiasmo, 2002). Dengan adanya akuntabilitas masyarakat tidak
hanya mengetahui pelaksanaan kegiatan tetapi juga mengetahui anggaran yang
dianggarkan sehingga pemerintah dalam melaksanakan perencanaan akan

berusaha dengan baik. Karena akan diawasi dan dinilai oleh masyarakat.

kejelasan sasaran anggaran adalah salah satu karakteristik sistem
penganggaran (Kenis, 1979). Kejelasan sasaran anggaran yang jelas dan spesifik
harus ditetapkan dalam penyusunan anggaran agar dapat tercapainya perencanaan
anggaran tersebut sehingga dapat dipahami oleh orang yang bertanggung jawab.

Hal ini meringankan pemerintah untuk bertanggung jawab atas keberhasilan atau



kegagalan dalam pelaksanaan tugas, karena kejelasan sasaran anggaran dilakukan

secara jelas sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Produktivitas Kkinerja dapat meningkat jika dilakukan dengan cara
berpartisipasinya selurun SKPD dalam menyusun anggaran agar tercapainya
kinerja manajerial yang baik. Proses penganggaran berkesinambungan dengan
pengukuran Kinerja. Kualitas proses penganggaran berpengaruh terhadap kualitas
proses pengukuran kinerja sehingga keuangan daerah dapat dikelola dengan baik

dan seoptimal mungkin.

Faktor terakhir yang mempengaruhi kinerja manajerial adalah Sistem
pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen sebagai proses
dimana para manajer mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk
mengimplementasikan strategi organisasi (Anthony dan Govindraja, 2005). Pada
dasarnya upaya untuk memperbaiki kinerja akan mendorong pertanggung jawaban
pada pelaksanaan sistem pengendalian manajemen. Sehingga dengan
meningkatnya pelaksanaan sistem pengendalian manajemen dapat meningkatkan
kinerja. Karena adanya pengukuran kinerja dan evaluasi terdapat manajemen

kinerja.

Penelitian terdahulu memberikan hasil yang belum konsisten. Terdapat
beberapa penelitian yang melibatkan tentang akuntabilitas,kejelasan sasaran
anggaran, partisipasi anggaran, sistem pengendalian manajemen dan kinerja
manajerial, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Astini (2014), dan Sari (2014)

dan Putra (2013), memberikan hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh positif



signifikan terhadap kinerja manajerial. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh
Arum (2016) dan Vonny (2014) memberikan hasil bahwa akuntabilitas publik

tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial.

Selain itu Astini (2014) dan Sari (2014), memberikan hasil bahwa
kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja
manajerial. Arum (2016) dan Putra (2013), memberikan hasil bahwa kejelasan
sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial. Hasil
berbeda didapat dari penelitian yang dilakukan oleh Chici Handayani (2013) dan
Vonny (2014), memberikan hasil bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak

berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial.

Terdapat juga penelitian tentang partisipasi anggaran yang dilakukan oleh
Arum (2016) dan Sari (2014), memberikan hasil bahwa partisipasi penyusunan
anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial. Vonny
(2014) dan Chici Handayani (2013), memberikan hasil bahwa partisipasi
penyusunan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial.
Sedangkan Herda Nengsy (2013),memberikan hasil bahwa partisipasi penyusunan

anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial.

Astini (2014) memberikan hasil bahwa sistem pengendalian manajemen
berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial. Hasil yang berbeda
didapat dari penelitian Metha Kurnia (2016) memberikan hasil bahwa sistem
pengendalian manajemen berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap

kinerja manajerial.



Perbedaan hasil penelitian diatas mendorong untuk diuji kembali faktor-
faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial. Penelitian ini mengacu ke Sari
(2014). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Sari (2014) adalah sebagai

berikut:

1. Penambahan variabel sistem pengendalian manajemen yang mengacu
pada penelitian Astini (2014). Variabel sistem pengendalian
manajemen diduga dapat mempengaruhi kinerja manajerial karena
adanya pengukuran Kinerja dan evaluasi.

2. Penelitian ini menggunakan sampel pada SKPD kota Semarang yang
akan dilakukan pada tahun 2018, sedangkan Sari melakukan penelitian

pada SKPD kabupaten Buleleng kota Padang pada tahun 2014.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam

penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja manajerial?

2. Bagaimana pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap Kinerja

manajerial?
3. Bagaimana pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial?
4. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian manajemen terhadap kinerja

manajerial?



1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini dilakukan dengan
tujuan untuk menguji dan memperoleh pengetahuan tentang:
1. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja
manajerial.
2. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh kejelasan sasaran anggaran
terhadap kinerja manajerial.
3. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh partisipasi anggaran terhadap
kinerja manajerial.
4. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh sistem pengendalian manajemen

terhadap kinerja manajerial.

1.4 Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai
berikut:

1. Bagi pemerintah, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan
sebagai referensi yang dapat digunakan sebagai salah satu
pertimbangan dalam meningkatkan kinerja SKPD pemerintah daerah
kedepannya.

2. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan bukti
empiris memahami penyebab yang mempengaruhi kinerja manajerial
pemerintah daerah yaitu antara lain akuntabilitas, kejelasan sasaran
anggaran, partisipasi anggaran, dan sistem pengendalian manajemen

sehingga dapat menjadi acuan bagi penelitian berikutnya yang relevan.



